ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
pornografi pada Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb. di Pengadilan Negeri
Jambi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi (Analisis
Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb). Metode Penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan
(normative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian
adalah Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/Pn.Jmb dapat dikatakan putusan telah
mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hanya saja Jaksa
Penuntut Umum dalam menerapkan dakwakan kepada terdakwa kurang tepat
seharusnya dakwakan yang dikenakan adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44
tahun 2008 tentang Pornografi karena jika berdasarkan fakta di persidangan unsur-
unsur dari pasal 10 tersebut telah terpenuhi dan lebih pantas untuk diterapkan
karena apabila mengacu dari Pasal 6 tersebut hukuman yang diberikan hakim
kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat
besar, sehingga apabila di dakwakan pasal tersebut dapat memberikan keadilan
terhadap korban. Saran Hendaknya sebelum penjatuhan pidana, Majelis hakim
melihat fakta hukum yang ada secara cermat dan lebih teliti dalam memutus dan
mengadili. Mengingat bahwa kejahatan pornografi ini telah meresakan masyarakat,
oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparat hukum terutama Hakim, agar
melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelakunya karena beratnya
sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pornografi, Putusan
Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb



